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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 huruf a Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan
Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
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Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4453);

10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

12.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

13.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

14.Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2011 dan
Nomor NK.14/Menhut-II/2011 tanggal 22 Agustus
2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka
Kreditnya;

15.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
597/Kpts-II/1998 tentang Satuan Tugas Operasional
Jagawana;
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16.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
378/Kpts-V/1999 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 471/Kpts-
II/1988 tentang Pemberian/Penggunaan Nama Istilah
Bagi Alat–alat Kepolisian Khusus dengan nama
Jagawana diganti dengan nama/istilah Polisi
Kehutanan;

17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-
II/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit
Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2009;

18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-
II/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit
Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.52/Menhut-II/2009;

19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut–
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA
KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan
instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat
pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha
perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan
wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi
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sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil.

2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan
instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat
pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha
perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan
wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Kepolisian Khusus Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepolisian
Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan
kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan
yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan
teknik kerja tertentu.

5. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang
dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu
pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara
terpadu.

7. Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaha untuk mencegah
dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-
daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga
hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan
hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.

8. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi
keterangan perorangan Polisi Kehutanan dan butir kegiatan yang
dinilai dan harus diisi oleh Polisi Kehutanan dalam rangka penetapan
angka kredit.

9. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan
perorangan Polisi Kehutanan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir
kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah
dicapai oleh Polisi Kehutanan yang telah ditetapkan oleh Pejabat
Penetap Angka Kredit.

10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat
Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.


